
 

 
WALIKOTA KEDIRI  

P E R A T U R A N  W A L I K O T A  K E D I R I  

N O M O R  I  T A H U N  2 0 0 9  

T E N T A N G  

PENGELUARAN KAS UNTUK MEMBIAYAI BELANJA YANG BERSIFAT 

MENGIKAT DAN WAJIB UNTUK MENCUKUPI KEBUTUHAN  

AWAL TAHUN ANGGARAN 2009 

WALIKOTA KEDIRI 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (3), ayat (4), Pasal 

132 ayat (4) dan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta 

dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan 

administrasi keuangan Pemerintah Kota Kediri, perlu 

adanya pengeluaran kas untuk membiayai belanja yang 

bersifat mengikat dan wajib dalam rangka mencukupi 

kebutuhan awal tahun anggaran 2009, maka pengeluaran kas 

sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Pengeluaran Kas untuk Membiayai Belanja yang 

Bersifat Mengikat dan Wajib untuk Mencukupi Kebutuhan Awal 

Tahun Anggaran 2009. 



Me n g in ga t : 1 .  Un d a n g -Un d a n g  No m o r  1 6  T a hu n  1 95 0  t e n t a n g  

Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4438); 

4.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5.  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2004 ten tang 

Perbenclaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

 

 

 



7.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  

9. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 

2009; 

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 10Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri 

Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lambaran Daerah 

Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan 

Sekretariat DPRD Kota Kediri; 

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri; 

14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri. 

MEMUTUSKAN: 

 

Me n e t a p ka n  :   P E RA T URA N W A L IK O TA  T E NT A NG  
P E NG E L UA RA N  K A S  UNT UK  ME MB I A YA A I  
B E L A NJA  YA NG  B E RS I FA T  MENG I K A T  DA N 
W AJ IB  UNT UK  ME NC UK UP I  KEBUTUHAN AWAL 
TAHUN 2009 



 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kota Kediri. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 

3. Walikota adalah Walikota Kediri. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri. 

Pasal 2 

 

(1) Dalam rangka mencukupi kebutuhan awal tahun anggaran diperlukan 

pengeluaran kas untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat dan 

belanja yang bersifat wajib sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 

(2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 

dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa. 

(3) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan 

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan 

dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga. 

Pasal 3 

 

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi beban 

APBD Tahun Anggaran 2009. 



Pasal 4 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal 5 Januari 2009 

WALIKOTA KEDIRI, 

 ttd 

H. A. MASCHUT 

 


